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ABSTRAK

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat
UPTB Palembang 1. Fokus penelitian diarahkan pada efektivitas pelaksanaan
kebijakan, faktor pendukung, serta hambatan yang dihadapi dalam upaya
meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penclitian menggunakan
pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara,
observasi, dan dokumentasi. Model implementasi kebijakan yang digunakan mengacu
pada teori Weimer dan Vining (1999) dengan indikator logika kebijakan, lingkungan
kebijakan, dan kemampuan implementator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
implementasi Peraturan Daerah berjalan cukup efektif berkat dukungan sarana digital
seperti e-SAMSAT, namun masih terdapat kendala seperti rendahnya kesadaran wajib
pajak, kurangnya sosialisasi kebijakan, serta keterbatasan jumlah pegawai di Samsat
UPTB Palembang 1. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kualitas layanan
dan intensifikasi edukasi kepada masyarakat untuk mencapai kepatuhan pajak yang
lebih optimal.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Pajak Kendaraan Bermotor, Samsat
UPTB Palembang
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ABTRACT

ABTRACT

This study aims to examine the implementation of South Sumatra Provincial
Regulation Number 3 of 2023 concerning Motor Vehicle Tax at the Samsat UPTR
Palembang 1. The research focuses on assessing the effectiveness of policy
implementation, identifying supporting factors, and analyzing the obstacles
encountered in enhancing motor vehicle taxpayer compliance. A descriptive
qualitative method was employed, utilizing data collection techniques such as
interviews, observations, and document analysis. The implementation framework
adapted is based on the theory proposed by Weimer and Vining (1999), which
highlights policy logic, policy environment, and implementor capacity as key
indicators. The findings indicate that the implementation of the regional regulation
has been relatively effective, supported by the integration of digital services such as
the e-SAMSAT platform. Nevertheless, challenges persist, including low taxpayer
awareness, inadequate dissemination of policy information, and limited human
resources at Samsat UPTB Palembang 1. Therefore, efforts to improve service quality
and to intensify public education initiatives are recommended to achieve higher levels

of taxpayer compliance.

Keywords: Policy Implementation, Motor Vehicle Tax, Samsat UPTB Palembang
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang
memegang peran penting dalam pembangunan, khususnya dalam peningkatan
Pendapatan Asli Daerah (PAD). PKB termasuk pajak provinsi yang dipungut oleh
pemerintah daerah melalui sistem kerja sama dalam satu atap, yaitu melalui Kantor
Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Hal ini sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang memberikan kewenangan luas kepada
daerah  dalam  mengelola  pajak  daerahnya secara  mandiri  dan
berkelanjutan(Kementerian dalam Negeri, 2009).

Indonesia sebagai negara berkembang memiliki kekayaan alam yang melimpah
seperti hutan tropis, keanekaragaman hayati, serta potensi mineral dan energi
terbarukan. Sumber daya ini merupakan modal penting dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan baik di kota maupun di desa.
Dalam kerangka desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk
menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah guna mendukung pembangunan
berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.(Resmi, 2013)

Dalam konteks tersebut, pajak memainkan peranan sentral sebagai sumber
pembiayaan pembangunan. Pajak bersifat wajib bagi setiap warga negara dan badan
usaha, baik sebagai individu maupun badan hukum, untuk mendukung pengeluaran
negara yang digunakan bagi kepentingan umum, termasuk pembangunan infrastruktur,

pelayanan publik, dan pengembangan ekonomi lokal (Resmi, 2013). Sebagai
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instrumen utama pembiayaan negara, pajak tercermin dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD)(Dr. Waluyo, 2014)

Sistem perpajakan Indonesia menganut tiga sistem pemungutan, yaitu Self
Assessment System, Official Assessment System, dan Withholding System. Dalam hal
ini, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dipungut berdasarkan Official Assessment
System, di mana pemerintah melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)
menetapkan besarnya pajak yang terutang dan wajib dibayar oleh wajib pajak.

PKB menjadi salah satu penyumbang terbesar PAD provinsi karena hampir
setiap rumah tangga memiliki kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat.
Oleh karena itu, optimalisasi pemungutan PKB sangat penting dalam mendukung
kemandirian fiskal daerah. Dalam upaya meningkatkan efektivitas pemungutan PKB,
Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan mengembangkan berbagai inovasi
layanan, termasuk digitalisasi pembayaran melalui e-SAMSAT dan sistem layanan
berbasis aplikasi.(Kementerian dalam Negeri, 2009)

Proses pembayaran PKB meliputi beberapa tahapan. Pertama, wajib pajak harus
mempersiapkan dokumen persyaratan seperti STNK asli dan fotokopi, KTP asli
pemilik kendaraan, serta BPKB (Bapenda Sumsel, 2021). Kedua, proses pembayaran
dilakukan di SAMSAT untuk verifikasi dokumen, penghitungan pajak berdasarkan
Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), dan pembayaran sesuai dengan ketentuan
yang berlaku (Perda Sumsel No. 3 Tahun 2023). Selain itu, untuk memberikan
kemudahan, layanan pembayaran juga dapat dilakukan melalui sistem e-SAMSAT dan
kanal digital lainnya (Kementerian Keuangan, 2020). Sanksi atas keterlambatan

pembayaran PKB ditetapkan sebesar 2% per bulan hingga maksimal 24%
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(Kementerian dalam Negeri, 2009)
Tabel 1 berikut menunjukkan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor di Palembang dari
tahun 2019 hingga 2022:

Tabel 1. Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor

Tahun Target Realisasi Realisasi Pajak Persentase
Pajak Kendaraan Kendaraan Tercapainya
Bermotor di Bermotor di Realisasi
Palembang (Rp) Palembang Pajak
(Rp) Kendaraan
Bermotor di

Palembang (%)

2019 900.000.000.000 974.117.378.669 108.24
2020 1.004.120.000.000 1.069.302.341.956 106.49
2021 958.536.913.000  1.050.846.360.960 104.76
2022 1.098.536.913.000 1.150.846.360.960 109.63

Sumber : Badan Pendapatan Daerah 2023

Berdasarkan data tersebut, target penerimaan PKB di Samsat Palembang terus
meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2019, realisasi penerimaan mencapai Rp 974,12
miliar atau 108,24% dari target. Pada 2020, target naik menjadi Rp 1,004 triliun
dengan realisasi Rp 1,069 triliun (106,49%). Meskipun mengalami sedikit penurunan
capaian, tren realisasi tetap positif. Tahun 2021, target turun menjadi Rp 958,54 miliar,
tetapi realisasi mencapai Rp 1,051 triliun (104,76%). Tahun 2022 menunjukkan
peningkatan signifikan dengan target Rp 1,099 triliun dan realisasi Rp 1,151 triliun
(109,63%).

Namun, meskipun realisasi selalu melampaui target, tunggakan pajak masih
menjadi masalah signifikan. Tabel 2 menunjukkan presentase tunggakan kendaraan

bermotor:
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Tabel 2. Presentase Tunggakan Kendaraan Bermotor

Jumlah Jumlah Unit Yang Presentase
Tahun Kendaraan Tertunggak Tunggakan (%)
Bermotor
2019 384.449 96.112 25%
2020 377.259 135.813 38%
2021 377.908 151.163 40%
2022 382.685 107.151 28%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah 2023
Peningkatan tunggakan pada 2020 dan 2021 dipengaruhi oleh dampak pandemi

COVID-19 yang mengganggu perekonomian dan menyebabkan penurunan
kemampuan masyarakat dalam membayar pajak (Sumsel News, 2020). Untuk
mengatasi hal ini, Bapenda Sumatera Selatan bersama Samsat melakukan upaya
seperti kampanye edukasi dan pemberian insentif berupa penghapusan sanksi
administrasi dari April hingga November 2020 (Ardianza, 2020). Hasilnya, pada 2022
terjadi penurunan tunggakan menjadi 28%.

Sebagai tindak lanjut dari UU Nomor 1 Tahun 2022, Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah. Perda ini disusun untuk menyesuaikan pengaturan pajak
daerah dengan kebijakan nasional dan mengoptimalkan potensi daerah dalam
meningkatkan PAD. Tujuan utama Perda ini adalah menciptakan sistem pemungutan
pajak dan retribusi yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Dengan adanya regulasi ini, pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat
tata kelola keuangan daerah, mendukung pembangunan infrastruktur, meningkatkan
pelayanan publik, dan mengembangkan ekonomi daerah. Selain itu, Perda ini juga

memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam melaksanakan
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kewajiban perpajakan.

Judul penelitian ini, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023
tentang Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat UPTB Palembang 1," dipilih karena
PKB merupakan komponen utama PAD yang mendukung pembangunan daerah.
Peraturan ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan pajak, mengurangi
tunggakan melalui insentif, serta memanfaatkan teknologi digital seperti e-SAMSAT.
Penelitian ini akan menganalisis implementasi kebijakan tersebut di Samsat UPTB
Palembang 1 untuk mengevaluasi efektivitas dan kendala dalam pelaksanaannya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah
penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pajak
Kendaraan Bermotor Di Samsat UPTB Palembang.

2. Faktor - faktor apa saja yang mendukung dan menghambat Implementasi Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat UPTB
Palembang.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan penelitian

ini adalah

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 Tentang
Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat UPTB Palembang 1.

2. Untuk mengetahui faktor - faktor apa saja yang mendukung dan menghambat
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pajak Kendaraan

Bermotor Di Samsat UPTB Palembang.

20



1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai
implementasi perda no 3 tahun 2023, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor. Hasil
penelitian juga dapat dijadikan referensi bagi studi-studi terkait pengelolaan pajak
dan pelayanan publik.

2. Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat bagi Samsat UPTB Palembang
1 untuk mengidentifikasi kendala dalam pajak kendaraan bermotor dan
meningkatkan efektivitas pelayanan. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat
meningkatkan pemahaman tentang pentingnya kepatuhan pajak kendaraan. Selain
itu, hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah untuk
mengoptimalkan perda guna mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah

(PAD).
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